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ABSTRACT  

 

This study aims to analyze whether the Village Fund (VF), which has been implemented for 

almost a decade since first implemented in 2015, has been able to reduce rural-urban inequality in 

Indonesia. Apart from being one of the national development priority agendas, reducing inequality 

is also one of the Sustainable Development Goals (SDGs) agendas. The research employs secondary 

data and consists of two main stages of analysis. First, a paired sample t-test was used to test the 

level of rural-urban inequality in Indonesia before (Pre) and after (Post) Village Fund. Second, the 

author analyzed the impact of the Village Fund on rural-urban inequality through a linear regression 

test. The results show that there is a decrease in rural-urban inequality by 0.0335 - 0.0462 after 

testing the Pre-VF and Post-VF. Meanwhile, using provincial-level panel data from 2016 to 2023, it 

was found that the decline of rural-urban inequality in Indonesia was affected by the Village Fund 

policy. It means that the Village Fund as one of the financial incentive policies for village 

development has an impact on rural-urban inequality reduction in Indonesia, although the impact is 

still extremely limited. 

Keywords: regional development, rural development, rural-urban inequality, SDGs, village fund. 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah Dana Desa (DD) yang sudah berjalan hampir satu 

dekade sejak awal diberlakukannya pada tahun 2015 telah mampu menurunkan ketimpangan desa-

kota di Indonesia. Mengingat, selain menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, 

penurunan ketimpangan juga menjadi salah satu agenda dalam Sustainable Development Goals 

(SDGs). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan terdiri dari dua tahap analisis utama. Pertama, 

dilakukan paired sample t-test untuk menguji bagaimana tingkat ketimpangan desa-kota di Indonesia 

sebelum (Pre) dan setelah (Post) Dana Desa. Kedua, penulis melakukan analisis dampak Dana Desa 

terhadap ketimpangan desa-kota melalui linear regression test. Hasil menunjukan bahwa terdapat 

penurunan ketimpangan desa-kota sebesar 0.0335 sampai 0.0462 setelah dilakukan pengujian pada 

data Pre-DD dan Post-DD. Sementara melalui penggunaan data panel tingkat provinsi tahun 2016 

sampai 2023 ditemukan bahwa terjadinya penurunan ketimpangan desa-kota di Indonesia 

dipengaruhi oleh kebijakan Dana Desa. Dalam kata lain, Dana Desa sebagai salah satu kebijakan 

insentif finansial untuk pembangunan desa memberikan dampak terhadap penurunan ketimpangan 

desa-kota di Indonesia, meskipun pengaruh yang diberikan masih sangat terbatas.  

Kata kunci: Dana Desa, ketimpangan desa-kota, pembangunan desa, pembangunan wilayah, SDGs. 
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PENDAHULUAN 

 

Ketimpangan adalah salah satu masalah 

penting yang dihadapi oleh berbagai negara 

karena dampak negatifnya terhadap kohesi 

sosial, pembangunan berkelanjutan, stabilitas 

keamanan negara dan kesatuan politik (Lichter 

& Ziliak, 2017; Wei et al., 2020). Seriusnya 

masalah ini dalam pembangunan mendorong 

United Nations menjadikan isu ketimpangan 

sebagai salah satu agenda dalam 17 Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals), yaitu pada SDGs ke 10, 

Reduced Inequalities.  

Diantara masalah ketimpangan yang 

terjadi adalah ketimpangan wilayah, spesifiknya 

ketimpangan desa-kota.  Pan et al (2023) & 

Young (2013) mengemukakan bahwa di seluruh 

dunia kesenjangan desa-kota menyumbang 40% 

dari rata-rata ketimpangan negara dan sebagian 

besar kesenjangan antar-negara. Diperkirakan 

bahwa 79% penduduk miskin dunia tinggal di 

perdesaan (Wang et al., 2022). Ketimpangan ini 

tentu tidak hanya terbatas pada ukuran ekonomi 

(Wang et al., 2022), tetapi juga terkait dengan 

pendidikan (Paulus et al., 2021), lokasi (Mutono 

et al., 2022), mobilitas (Leite Rodrigues et al., 

2021), lingkungan (Wei, 2015), layanan dasar 

dan lainnya. Desa sebagai wilayah yang identik 

dengan keterbatasan, terisolasi, dan kemiskinan 

harus mendapatkan perhatian supaya gap 

pembangunan terhadap kota tidak semakin jauh.  

Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang mengalami permasalahan 

ketimpangan ini. Data Badan Pusat Statistik per 

maret 2023 menunjukan bahwa kemiskinan di 

perdesaan sebesar 12.22% sementara di 

perkotaan adalah 7.29%. Apabila dilihat dari 

akses terhadap layanan dasar, akses 

keterjangkauan masyarakat perdesaan terhadap 

fasilitas dasar kesehatan hanya mencapai 

75.37%, sementara masyarakat perkotaan 

sebesar 82.22%. Apabila tidak diatasi dengan 

baik, kondisi ini dikhawatirkan mendorong 

peningkatan laju urbanisasi. Meskipun di satu 

sisi urbanisasi membawa kemakmuran bagi 

banyak kota, namun seringkali mengakibatkan 

kemunduran bagi perdesaan, terutama di negara-

negara berkembang (Liu & Li, 2017; Sun et al., 

2023). 

Sebagai negara yang memiliki basis 

perdesaan yang besar, Pemerintah Indonesia 

terus berupaya mengatasi permasalahan ini. 

Salah satu kebijakannya adalah menstimulasi 

pembangunan perdesaan untuk mengejar 

ketertinggalan dari perkotaan melalui insentif 

finansial ke perdesaan. Kebijakan ini dikenal 

sebagai Dana Desa. Ketiadaan sumber daya 

finansial menghambat desa untuk melakukan 

pembangunan (Hilmawan et al., 2023). 

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa, penyaluran Dana Desa ini 

merupakan salah satu komitmen pemerintah 

Indonesia dalam upaya mengakselerasi 

pembangunan desa, seperti pengentasan 

kemiskinan dan kesenjangan, mendorong 

pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Desa diberikan kewenangan 

dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat 

untuk mengatur pembangunannya lokalnya 

sendiri. Hal ini didasari bahwa desa memiliki 

legitimasi untuk menjalankan peran dalam 

perencanaan pembangunan wilayah melalui 

pemanfaatan dana dari berbagai sumber yang 

tersedia (Antlöv et al., 2016).  

Dana Desa bersumber dari Anggaran 

Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Dana 

ini diberikan kepada setiap desa setiap tahun di 

seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2015. 

Besaran alokasi dananya dilakukan dengan 

prinsip berkeadilan yang dipengaruhi oleh 

alokasi dasar, jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan 

geografis. Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh 

Kementerian Keuangan, sementara pengaturan 

prioritas penggunaannya dilakukan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi. 

Mempertimbangkan desa sebagai target 

pembangunan adalah cara efektif untuk 

menjamin penurunan ketimpangan pendapatan 

(Li et al., 2016; Wang et al., 2022) 

Kebijakan Dana Desa sudah berjalan 

hampir satu dekade. Hingga tahun 2023, sekitar 

536.6 triliun rupiah telah dialokasikan 

pemerintah untuk mendorong pembangunan 
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bagi 74,961 desa-desa di seluruh Indonesia. 

Banyaknya anggaran dan cukup lamanya 

program berjalan, sangat perlu untuk dilakukan 

pengkajian lebih lanjut.  

 Beberapa penelitian telah menguji 

dampak dari Dana Desa terhadap pembangunan 

desa. Dana Desa mampu mendorong 

peningkatan infrastruktur (Permatasari et al., 

2021), keterjangkauan akses pendidikan (Kadafi 

et al., 2020), pembangunan manusia (Angin et 

al., 2023), serta meningkatkan jumlah Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) (Arifin et al., 

2020).  Selain itu, ditemukan juga bahwa Dana 

Desa mampu meningkatkan kesejahteraan  

(Dwitayanti et al., 2020), menurunkan angka 

kemiskinan (Kadafi et al., 2020), berhubungan 

dengan aktivitas pembangunan (Permatasari et 

al., 2021), berdampak positif terhadap tingkat 

pembangunan desa (Hilmawan et al., 2023; 

Kharisma et al., 2021), menstimulasi aktivitas 

ekonomi lintas sektor (Tohari, 2022), mampu 

mengakselerasi pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi suatu wilayah (Gede & 

Iskandar, 2023) serta berperan dalam 

pencapaian pembangunan berkelanjutan 

(Ronaldo & Suryanto, 2022).  

Pada konteks dunia, konsep 

pembangunan desa melalui insentif finansial 

juga telah dilakukan [Tabel 1]. Sebagai contoh 

pada salah satu negara Asean seperti Thailand 

bahwa Thai Village Fund berpengaruh positif 

terhadap peningkatan kesejahteraan (Boonperm 

et al., 2009). Selain itu, kebijakan insentif 

finansial pembangunan perdesaan di negara lain, 

seperti China memberikan pengaruh terhadap 

penurunan ketimpangan income desa-kota 

(Tang & Sun, 2022).  

Namun, pada beberapa penelitian belum 

banyak ditemukan yang membahas mengenai 

dampak insentif finansial pembangunan desa 

atau Dana Desa terhadap penurunan 

ketimpangan wilayah, khususnya ketimpangan 

desa-kota. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji 

untuk menguji apakah Dana Desa mampu 

mengejar ketertinggalan pembangunan 

perdesaan terhadap perkotaan. Selain itu, masih 

jarang juga ditemukan pada beberapa penelitian 

yang menggunakan kondisi kontrafaktual atau 

melakukan perbandingan ketika sebelum dan 

setelah dilakukannya intervensi (treatment) 

kebijakan Dana Desa. Maka dari itu, dalam 

rangka mengisi gap tersebut, penelitian ini akan 

menguji seperti apa kondisi ketimpangan desa-

kota di Indonesia, bagaimana perbandingan 

ketimpangan desa-kota di Indonesia sebelum 

dan sesudah berlakunya kebijakan Dana Desa 

dan bagaimana dampak Dana Desa terhadap 

penurunan ketimpangan desa-kota di Indonesia. 

Penelitian ini menjadi sangat esensial karena 

pembangunan desa merupakan agenda prioritas 

pembangunan di Indonesia. 

 

 

Tabel 1. Kebijakan insentif finansial pembangunan perdesaan di beberapa negara 

Negara/ Program Dampak 

Thailand/ Thai Village Fund Meningkatkan kesejahteraan 

Philippines/ KALAHI-CIDS Meningkatkan konsumsi dan akses layanan dasar 

Afghanistan/ National Solidarity Programme (NSP) Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan 

kesejahteraan ekonomi 

Egypt/ Village Savings and Loans Association  Meningkatkan perekonomian dan partisipasi 

masyarakat  

European Union/ European Agricultural Fund for 

Rural Development (EAFRD) 

Meningkatkan perekonomian dan pembangunan 

sosial  

China/ Incremental Reward for Agricultural (IRAL) Menurunkan ketimpangan pendapatan desa kota  

Sumber: Beath et al., (2015); Boonperm et al., (2009); Labonne, (2013); Monsalve et al., (2016); Shaaban, (2019); Tang 

& Sun, (2022) 
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METODOLOGI 

Data 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang didapatkan dari beberapa sumber 

statistik instansi pemerintah terkait, seperti 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan 

Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Kemendesa) Republik Indonesia. 

Data yang disajikan adalah data Dana Desa dan 

ketimpangan desa-kota yang diperoleh dari 

koefisien gini (gini coefficient). Data yang 

digunakan pada masing-masing variabel 

merupakan data panel tingkat provinsi tahun 

2016 sampai 2023. Khusus tahun terakhir 

(2023), data yang digunakan merupakan data 

terakhir yang terpublikasi resmi per oktober 

2023. Meskipun pada realitasnya pemberian 

Dana Desa sudah dimulai sejak tahun 2015, 

karena keterbatasan sandingan data pada level 

provinsi, maka tahun tersebut tidak dimasukan 

sebagai bagian dari analisis.  

Sementara itu, untuk melihat 

perbandingan ketimpangan desa kota sebelum 

dan setelah kebijakan Dana Desa (Pre-DD dan 

Post-DD), maka akan digunakan data 

ketimpangan desa-kota pada tiga tahun sebelum 

kebijakan Dana Desa direalisasikan, yaitu tahun 

2012 sampai 2014 dan tiga tahun terakhir saat 

kebijakan Dana Desa diimplementasikan, yaitu 

tahun 2021 sampai 2023. 

 

 
Gambar 1. Trend total Pagu Dana Desa per tahun 

Sumber : simtrada.kemenkeu.go.id dan sid.kemendesa.go.id, 2023 

 

Data penelitian yang akan dianalisis 

berupa data panel pada 33 Provinsi di Indonesia. 

Beberapa provinsi tidak masuk dalam 

pengujian, seperti DKI Jakarta yang merupakan 

satu-satunya provinsi di Indonesia yang bukan 

merupakan tujuan intervensi program Dana 

Desa. Selain itu, empat provinsi pemekaran baru 

di tahun 2023 (Papua Selatan, Papua Tengah, 

Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya) juga 

tidak menjadi bagian dari analisis dikarenakan 

keterbatasan data pada tahun-tahun sebelumnya, 

meskipun memiliki desa dan menjadi target 

intervensi Dana Desa per 2023.  

Strategi Analisis 

Secara garis besar, strategi analisis pada 

paper ini terbagi menjadi 2, yaitu analisis 

ketimpangan desa-kota dan analisis dampak 

Dana Desa terhadap ketimpangan desa-kota di 

Indonesia. Analisis ketimpangan desa-kota akan 

terbagi menjadi dua sub analisis, yaitu analisis 

perkembangannya dan analisis perbandingan 

ketimpangan desa-kota sebelum dan setelah 

kebijakan Dana Desa. Sementara itu, Analisis 

dampak Dana Desa terhadap ketimpangan desa-

kota akan menjadi analisis utama pada paper ini.  

20.76
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Pada analisis tingkat perkembangan 

ketimpangan desa-kota di Indonesia akan 

menggunakan pemodelan grafik panel data 

koefisien gini. Koefisien gini (gini coefficient) 

merupakan salah satu pengukuran untuk 

menginvestigasi tingkat dan tren ketimpangan 

(Law et al., 2020; Xu et al., 2022). Koefisien 

gini menggambarkan tingkat kemerataan 

pembangunan di Indonesia yang dilihat dari 

pengeluaran penduduk. Rentang nilai rasio 

tersebut adalah 0 sampai 1, dimana ketika 

mendekati 1 maka ketimpangan semakin tinggi 

sementara ketika mendekati 0 ketimpangan 

semakin rendah. Pada penelitian ini data 

ketimpangan didapatkan langsung dari Badan 

Pusat Statistik, sehingga peneliti tidak 

melakukan perhitungan ulang. 

Sementara itu, untuk melihat sejauh mana 

perbedaan ketimpangan desa-kota sebelum 

(Pre) dan setelah (Post) kebijakan Dana Desa, 

akan dilakukan uji komparasi atau 

perbandingan. Analisis menggunakan Paired 

Samples T-test melalui dua model pengujian. 

Pertama, pengujian model 1 untuk 

membandingkan ketimpangan desa-kota di 

setiap level provinsi antara tahun terakhir 

sebelum kebijakan Dana Desa (2014) dan tahun 

terakhir saat implementasi Dana Desa 

berlangsung (2023). Kedua, pengujian model 2 

melalui perbandingan ketimpangan desa-kota 

pada tiga tahun terakhir masing-masing periode 

sebelum kebijakan Dana Desa (2012 sampai 

2014) dan setelah kebijakan Dana Desa (2021 

sampai 2023). Penggunaan perbandingan 

pengujian data antar-waktu dinilai penting untuk 

menguji apakah hasil observasi data paralel atau 

tidak (Callaway & Sant’Anna, 2021). Wei 

(2015) mengungkapkan bahwa ketimpangan 

wilayah berubah seiring waktu, sehingga 

penggunaan dua model ini diharapkan menguji 

konsistensi hasil penelitian. 

Terakhir, akan dilakukan analisis dampak 

Dana Desa terhadap ketimpangan desa-kota 

yang merupakan analisis utama pada paper ini. 

Analisis akan menggunakan persamaan regresi 

linear sederhana dengan Dana Desa digunakan 

sebagai independent variable (X), sementara 

ketimpangan desa-kota diuji sebagai dependent 

variable (Y). Analisis ini menggunakan data 

panel level provinsi tahun 2016 sampai 2023. 

Maka, model yang diadopsi pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  
 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 

dimana,  

𝑦𝑖𝑡  : Ketimpangan desa-kota pada provinsi i 

tahun t 

𝛼 : konstanta variable 

𝛽 : koefisien 

𝑥𝑖𝑡 : Dana Desa pada provinsi i tahun t 

 

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, 

peneliti melakukan pengujian normalitas data 

terlebih dahulu. Ini diperlukan untuk 

memastikan bahwa data terdistribusi normal 

sebagai salah satu syarat pengujian statistik 

selanjutnya dalam penelitian ini.  
 

 
Gambar 2. Hasil uji normalitas data 

Sumber: Hasil pengujian, 2023 
 

Setelah dilakukan pengujian melalui 

Kolmogorov-Smirnov Test pada aplikasi IBM 

SPSS Statistics 27, data dinyatakan terdistribusi 

normal (Asymp. Sig. 2-tailed 0.200) [Gambar. 

2].  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Ketimpangan Desa-Kota di Indonesia 

Berdasarkan data gini coefficient tahun 

2016 sampai 2023 [Gambar 3], rentang 

gabungan ketimpangan desa-kota di Indonesia 

berkisar antara 0.210 sampai 0.450. 

Ketimpangan tertinggi berada di Provinsi D.I. 



Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) 

Juni 2025, 9 (2): 112-122 

117 Dampak Dana Desa… 

Yogyakarta pada tahun 2023 dengan koefisien 

gini sebesar 0.449 dan ketimpangan desa-kota 

terendah berada di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung pada tahun 2022 sebesar 0.214. Kedua 

provinsi tersebut sekaligus menjadi provinsi di 

Indonesia yang mengalami ketimpangan desa-

kota tertinggi dan terendah yang cukup 

konsisten dari tahun 2016 sampai 2023. 

 
Gambar 3. Perubahan ketimpangan desa-kota di Indonesia berdasarkan coefficient gini  

Sumber : bps.go.id, diolah, 2023 
 

Dilihat dari rata-rata koefisien gini 

nasional tahun 2016 sampai 2023 (0.345), 

terdapat 15 provinsi yang ketimpangan desa-

kotanya di atas rata-rata tersebut. Jika diurutkan 

dari tertinggi hingga terendah, lima provinsi 

dengan ketimpangan desa-kota tertinggi pada 

periode tahun 2016 hingga 2023 adalah D.I. 

Yogyakarta (0.422), Gorontalo (0.410), Papua 

Barat (0.396), Jawa Barat (0.394), dan Papua 

(0.388). Sisanya tersebar di seluruh pulau 

kecuali di Pulau Kalimantan dan Pulau 

Sumatera yang mengindikasikan ketimpangan 

pada provinsi-provinsi di kedua pulau tersebut 

rendah atau di bawah rata-rata nasional. D.I. 

Yogyakarta dan Jawa Barat yang berada di 

Pulau Jawa dan dikenal memiliki pertumbuhan 

ekonomi tinggi justru mengalami tingkat 

ketimpangan desa-kota yang sama dengan dua 

provinsi-provinsi di Papua (Papua Barat dan 

Papua) yang pembangunan wilayahnya 

tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan model 

ketimpangan inverted-U berdasarkan teori 

ketimpangan Kuznets dan teori pertumbuhan 

ekonomi Rostow. Ketimpangan akan meningkat 

pada awal pembangunan dan menurun seiring 

perekonomian mulai maju (Jadhav, 2023; Wei et 

al., 2020; Williamson, 1965). Zhou & Shi 

(2022) mengungkapkan lebih rinci bahwa 

ketimpangan di suatu negara diasumsikan 

bergeser dari yang relatif rendah ke tinggi dan 

kembali ke tingkat rendah seiring pertumbuhan 

ekonomi. Kondisi ini seringkali terjadi pada 

negara berkembang seperti Indonesia. 

Jika dilihat secara lebih rinci pada data 

tersebut, lebih dari tiga perempat (78,79%) 

wilayah provinsi di Indonesia dominan 

mengalami perkembangan penurunan 

ketimpangan desa-kota. Lima provinsi yang 

mengalami penurunan ketimpangan tertinggi 

secara berurutan adalah Maluku, Sulawesi 

Tengah, Sumatera Barat, Aceh dan Lampung. 

Sementara itu, provinsi lainnya justru 

mengalami peningkatan kesenjangan. Provinsi 

tersebut diantaranya D.I. Yogyakarta, Jawa 
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Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, 

Gorontalo dan Maluku Utara.  

 

Perbandingan Ketimpangan Desa-Kota Pre 

dan Post Kebijakan Dana Desa 
 

 Kebijakan insentif pembangunan desa 

yang diberikan pemerintah kepada desa-desa di 

seluruh Indonesia atau dikenal dengan Dana 

Desa mulai diberikan pada tahun 2015. Bantuan 

finansial ini berupaya mendorong pembangunan 

desa supaya desa-desa mengejar ketertinggalan 

pembangunannya, khususnya terhadap 

perkotaan.  Desa-desa diharapkan mampu 

melakukan pembangunannya secara mandiri 

sesuai dengan kebutuhan lokal desa, baik 

pendayagunaan sumber daya alamnya, 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

dasar, pelayanan sosial dasar maupun 

pemberdayaan masyarakat desa. Melalui 

kemajuan pembangunan desa yang terjadi 

diharapkan mampu menurunkan gap 

pembangunan antara perdesaan dan perkotaan. 

Dalam kata lain ketimpangan pembangunan 

desa-kota di setiap provinsi di Indonesia akan 

semakin sempit. 

 

Tabel 2. Perbandingan ketimpangan desa-kota Pre 

and Post Dana Desa 

Variabel Mean Std. Error 

Model 1a 

 

Pre-DD  .3772 .0071 

Post-DD  .3437 .0078 

Model 2b 

 

Pre-DD  .3778 .0038 

Post-DD  .3316 .0049 
Sumber: Hasil analisis, 2023 
a komparasi tahun 2014 dengan 2023  

b komparasi tahun 2012-2014 dengan tahun 2021-2023 

 

Melalui comparation test menggunakan 

uji paired sample T-test, diketahui bahwa 

terdapat perbedaan ketimpangan desa-kota 

sebelum dan setelah kebijakan Dana Desa. Baik 

pada model 1 maupun model 2 terlihat 

perbedaan antara kedua periode perbandingan. 

Pada model 1 yang menggunakan perbandingan 

tahun terakhir sebelum kebijakan Dana Desa 

(2014) dan tahun terakhir pada berjalannya 

kebijakan Dana Desa (2023), terdapat selisih 

mean sebesar -0.0335. Kondisi ini menandakan 

adanya penurunan rata-rata ketimpangan desa-

kota pada tahun 2014 ke 2023. Sementara pada 

model ke-2 yang menggunakan data tiga tahun 

terakhir pada masing-masing periode, 

ditemukan juga adanya penurunan mean 

ketimpangan desa-kota sebesar -0.0462. 

Koefisien gini pada tiga tahun sebelum 

kebijakan Dana Desa (2012 s.d 2014) sebesar 

0.3778 menurun menjadi 0.3316 pada tiga tahun 

terakhir ketika implementasi kebijakan Dana 

Desa berlangsung (2021 s.d 2023). 

 

Tabel 3. Uji signifikansi 

Variabel Model 1a Model 2b 

Observations 32 96 

Sig. < .001 < .001 

Sig. (2-tailed) < .001 < .001 

Std. Error .0046 .0037 
Sumber: Hasil analisis, 2023 
a komparasi tahun 2014 dan 2023  

b komparasi tahun 2012-2014 dan tahun 2021-2023 

 

Sementara itu, apabila dilihat taraf 

signifikansi korelasi perbedaan ketimpangan 

desa-kota Pre Dana Desa dan Post Dana Desa, 

nilai signifikansi kedua model <0.05. Nilai Sig. 

dan Sig. (2-tailed) pada kedua model bernilai 

<0.001. Dapat dinyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata ketimpangan desa-kota 

yang dilihat melalui koefisien gini antara 

sebelum kebijakan Dana Desa dan setelah 

implementasi kebijakan Dana Desa (Pre-DD 

dan Post-DD). Adanya kebijakan fiskal mampu 

menurunkan ketimpangan desa-kota secara 

signifikan, terutama ketimpangan pendapatan 

(Tang & Sun, 2022). Insentif finansial kepada 

desa mendorong desa untuk melakukan 

pembangunan dan mengejar ketertinggalan 

terhadap perkotaan. 

  

Dampak Dana Desa terhadap Ketimpangan 

Desa-Kota 
 

Selama rentang waktu 2016 sampai 2023 

(N = 264), pemerintah Indonesia telah 

memberikan insentif finansial pembangunan 

desa melalui kebijakan transfer Dana Desa 

hampir sebesar Rp 536.6 triliun rupiah. Rata-

rata alokasi per provinsi adalah sebesar Rp 1,942 

miliar atau sekitar Rp 700 juta sampai Rp 1 

miliar lebih per desa. Selama kebijakan tersebut, 

ketimpangan desa-kota yang ditunjukan oleh 



Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) 

Juni 2025, 9 (2): 112-122 

119 Dampak Dana Desa… 

koefisien gini berada pada nilai rata-rata 

ketimpangan 0.345, dengan koefisien tertinggi 

sebesar 0.45 dan terendah sebesar 0.21 [Tabel 

4]. 
 

Tabel 4. Variables summary 2016−2023 

Summary 

Variable 

X 

Dana Desa 

(Milyar) 

Y 

Ketimpangan  

Desa-Kota 

(gini coefficient) 

N 264 264 

Mean 1,942.756 .345 

Std. Dev. 1,883.220 .043 

Minimum 177.77 .21 

Maximum 8,157.17 .45 
Sumber: Hasil analisis, 2023 

 

 Hasil pengujian dampak Dana Desa 

terhadap penurunan ketimpangan desa-kota 

melalui penggunaan linear regression method 

menghasilkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 

0.022 [Tabel 5]. Nilai ini termasuk dalam 

kriteria signifikan, karena nilai sig. <0.05. Hal 

ini mengindikasikan bahwa Dana Desa 

memberikan dampak terhadap penurunan 

ketimpangan desa-kota di Indonesia. Hasil ini 

searah dengan uji sebelumnya bahwa setelah 

implementasi kebijakan Dana Desa, 

ketimpangan desa-kota menurun. Hasil 

penelitian ini juga linier dengan temuan Hao & 

Wei (2010) dan Tang & Sun (2022) bahwa 

kebijakan fiskal mampu memberikan dampak 

terhadap penurunan ketimpangan desa-kota.  

 Dana desa mampu mengakselerasi secara 

positif capaian pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi suatu wilayah (A.A. Ngurah Gede & 

Iskandar, 2023). Bahkan Wang et al. (2022)  

secara spesifik mengungkapkan bahwa 

kebijakan fiskal memberikan keuntungan bagi 

perkembangan wilayah, terutama perdesaan. 

Secara langsung Dana Desa mampu 

meningkatkan status desa yang diasosiasikan 

dengan tingkat kemandirian desa dan 

mendorong peningkatan Badan Usaha Milik 

desa (BUMDes) (Arifin et al., 2020; Yulitasari 

& Tyas, 2020). Dorongan-dorongan ini menjadi 

kekuatan desa untuk terus berkembang, 

mencapai kemandirian, dan meningkatkan 

kesejahteraan dalam upaya mengejar 

ketertinggalan pembangunannya sehingga gap 

ketimpangan perdesaan terhadap perkotaan 

dapat dipersempit.  

 

Tabel 5. Dampak Dana Desa terhadap penurunan 

ketimpangan desa-kota 

Variabel 
Ketimpangan 

desa-kota 

Dana Desa 

Sig. 

 

0.022 

(0.000)* 

Observations 264 

Cons. 0.000 

(0.004)* 

R 0.142 

R-Squared 0.020 

* standar error 

Sumber: Hasil analisis, 2023 

 

Akan tetapi, besarnya dampak atau 

pengaruh dari Dana Desa terhadap penurunan 

ketimpangan desa-kota tidak besar, yakni hanya 

2% sebagaimana ditunjukan dengan nilai 

koefisien determinasi atau R-squared yang 

bernilai 0.020 [Tabel 4]. Ghozali (2016) 

menyatakan koefisien determinasi yang kecil 

memiliki arti bahwa kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Dalam kata lain 

bahwa dampak yang diberikan oleh Dana Desa 

terhadap penurunan ketimpangan desa-kota 

masih sangat terbatas. Terdapat faktor-faktor 

lain yang turut mempengaruhi penurunan 

ketimpangan desa-kota di Indonesia selain 

insentif finansial Dana Desa.    

Meskipun begitu, hasil penelitian telah 

menunjukan secara ilmiah bahwa dana desa 

sebagai salah satu kebijakan fiskal mampu 

memberikan dampak terhadap penurunan 

ketimpangan desa-kota. Dana Desa yang 

diberikan kepada desa-desa di Indonesia mampu 

menjawab tujuan dibuatnya kebijakan, yaitu 

dalam rangka mendorong pembangunan desa, 

melakukan pemberdayaan masyarakat desa, 

mengejar ketertinggalan pembangunan dan 

pengentasan kesenjangan. Hal ini selaras dengan 

pendapat Li et al. (2016) bahwa 

mempertimbangkan desa sebagai target 

pembangunan efektif untuk menjamin 

penurunan ketimpangan.  
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KESIMPULAN  
 

Penelitian ini bertujuan melakukan studi 

untuk menguji dampak Dana Desa terhadap 

upaya penurunan ketimpangan desa-kota. Hasil 

menunjukan bahwa ketimpangan desa-kota 

menurun sebesar 0.0335 sampai 0.0462 setelah 

dilakukannya implementasi kebijakan insentif 

finansial untuk pembangunan desa melalui Dana 

Desa. Adapun melalui uji dampak, diketahui 

bahwa Dana Desa memberikan dampak 

terhadap penurunan ketimpangan-desa kota di 

Indonesia. Tentunya program yang berjalan 

selama sembilan tahun atau hampir satu dekade 

ini, setidaknya selain mampu menjawab salah 

satu agenda pembangunan nasional untuk 

menurunkan kesenjangan pembangunan juga 

turut serta dalam pencapaian salah satu dari 17 

pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu 

Reduced Inequalities.  

Akan tetapi, dampak yang diberikan 

masih sangat rendah dan terbatas. Terdapat 

faktor-faktor lain yang turut berpengaruh dalam 

mendorong penurunan ketimpangan desa-kota 

di Indonesia selain Dana Desa. Maka dari itu, 

penulis merekomendasikan perlunya penelitian 

lebih lanjut untuk menguji faktor lain diluar 

Dana Desa yang turut mempengaruhi penurunan 

ketimpangan desa-kota, khususnya di Indonesia. 

Masih jarangnya penelitian terkait ketimpangan 

pembangunan desa-kota di Indonesia menjadi 

peluang bagi penelitian selanjutnya untuk 

memperluas diskusi akademik mengenai hal ini. 
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